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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
Nomor : P-283/POLPP/SET1/000.8/02/2023 

 
TENTANG 

 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 
2024 Satuan Polisi Pamong Praja, serta efektifitas dalam pekerjaan 

perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya 

lebih terarah, terukur, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan; 

    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusun  Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang  Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2756); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

    

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

  



 

 

   sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2022 Nomor  4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6757); 

    

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6205); 

    

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
    

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
    

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); 
    

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);  
    

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 14);  

    

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 

Nomor 72);  
    

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);  

    

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2022 Nomor 156); 

    

  15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong 
Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 

Nomor 71); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan susunan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini; 
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KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa  berpedoman 

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
   

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja; 
   

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tenggarong 
Pada Tanggal 22 Februari 2023 




